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n ekonomi yang menimpa bangsa ini, sejatinya masih

Misalnya saja, memaksimalkan penggunaan dana
ki desa agar bisa dimanfaatkan untuk penmgkatan
an masyarakatnya. Sayangnya, saat ini masih ada

carasguuba ir.

dih aturan sehingga banyak dana yang terSisa se-
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rah Putra, Wayan
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Akibatnya, dana yang ada didiam-
kan saja. “P_e F'soalannya kan ada di

Berita ini bisa dikomentari
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sini. Memeka takut

‘demikian, sej pada acara Citra Bali terjerat masalah

anggota DPRD Den- Radio Global FM hukum,” katanya. -
~ pasar di antgranya Pukul 08.00 - 09.30 wita. ‘Terkait kebi-

A.A. Susruta Ngu- jakan kepemilikan

"> properti bagi orang
asing, misaln

~ harus segera ada aturan yang je as.

Kalau ini tidak diatur, maka di ke-
mudian hari tidak mustahil pulau-
pulau kecil seperti Pulau Men]angan
akan dikuasai asing. “Agar ini tidak
terjadi, pemerintah harus tegas
untuk melarang atau paling tidak
membatasi kepemilikan properti
bagi orang asing,” tambah Wayan

- Warka diamini Suadi Putra.

Susruta menilai tiga dari empat
kebijakan ekonomi yang dirancang
pemerintah, yakni pengaturan men-
genai kepemilikan asing di sektor

_ properti, pemanfaatan dana untuk

pembangunan desa agar lebih fokus,

serta deregulasi peraturan, tidaklah

berarti besar ketika pelaksanaan-

nya tidak jelas. Karena, yang lebih

penting dilakukan adalah action dan
ada kejelasan terutama dalam hal

regulas1 yang baik. (kmb12)
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Terkait Normalisasi
Muara Tukad Mati

DENPASAR - Selain men-
uai protes keras dari warga,
penghentian proyek normal-
isasi atau penataan muara
sungai Tukad Mati di kawasan
Patasari, Kuta, Badung oleh
Dinas Rehutanan Provinsi Bali
| juga mendapat reaksi keras
DPRD Bali. Anggota komisi I
DPRD Bali IGK Kresna Budi
bahkan meminta gubernur
Bali untuk mencopot Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Gede Nyoman Wiranatha dari
jabatannya,

“Copot Kadis Kehutanan itu.
| Ia gagal menjalankan tugasn-
ya untuk kepentingan mas-
yarakat. Penutupan proyek itu
adalah bentuk arogansi. Peja-
batyang tidak berpihak kepada
rakyat harus dicopot. Kasihan
gubenrnur kita,” tegas Kresna
Budi saat ditemui di kantor
DPRD Bali, Kemarin (3/9).

Kresna Budi menilai, Kadis
Kehutanan gagal menjalank-

arakat setempat, tapi justru
ihentikan. Seharusnya, Kadis
ehutanan harus melakukan i
paya untuk mencari solusi
ang menghambat proyek itu,
ukan sebaliknya menunjuk-
an arogansinya dengan me-
utup proyek itu. “Apa kenda-

ya, itu yang harus dicarikan
olusinya. Bukan menghenti-
kannya,” ujarnya.

Dewan Desak
Gubernur

ut

H

Jut, aﬁgjofa fraksi

ar ini mengung-
kapkan Kadis Kehutan Provinsi
: dah menerimasurat dari
at Jenderal Konsevasi
: dan Ekosistem (KSDAE)
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK)
tanggal 29 Juni 2015 terkait

kati perlunya penataan Sungai
Tukad Mati itu sebagai upaya
penangan sampah, pencega-
han banhjir dan pengelolaan
Tahura. Bahkan Anggarann-
ya sudah disiapkan melalui
APBD Tahun 2015. :
Dalam surat tersebut juga
disebutkan, karena ada gan-
jalan soal penetapan blok
pengelolaan Tahura, dinas
Kehutanan provinsi Bali di-
minta melakukan review/
revisi dan mengusulkan pe-
rubahan penetapan blok Ta-~

‘huraitu kepada dirjen KSDAE

untuk penetapannya. Namun,
sambil menunggu proses re-
visi itu, kelanjutan proyek
itu dapat dilakukan melalui
mekanisme kerja sama antara
Dishut provinsi Bali dengan
Pemkab Badung. 3
“Namun, Kadis Kehutan tidak

‘menindaklanjuti surat itu. Pa-

dahal suratitu sudah ada sejak
bulan Juni. Kadis itu gagal me-

'kakukan koordinasi, Itu harus

dicopot,” katanya. (pra/yes)
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- Tiga orang ter-
1s dugaan korupsi-
lahan Universitas
Ganesha (Undiksha)
g’{‘!,.smgaf ila ditah-*

g uginnétd (Kabag Perencanaan
Undiksha), dan I Dewa Komang

Inda'a (makelar) & ;
Baca Kejati... Hal 31
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u KEJATL...
Sambungan dari hal 21

Masuknya tiga orang ini mer-
upakan lanjutan dari penahan-
an dua tersangka sebelumnya.
Yakni I Wayan Suarsa (Pejabat
Pembuat Komitmen/PPK), dan
I Nyoman Mustiara (makelar).
Selain itu, pihak kejati juga ber-
janji untuk selanjutnya mengu-
sut pengadaan lahan 14 hektare.
Untuk diketahui, kasus yang
ditangani saat ini hanya pen-
gadaan lahan 3,7 hektare.

‘Tanda-tanda akan ada pen-
ahanan kasus ini sudah terasa
sejak pukul 10.00. Empat perso-
nel polisi yang akan melakukan
pengawglan tahanan sudah
siap di halaman kejati. Namun,
butuhwaktu cukup lama sampai
tiga tersangka turun untuk pros-
es penahanan. Sekitar pukul
13.00, baru tiga orang tersangka
turun diantar oleh jaksa peny-
idik Wayan Suardi.

Tersangka Dewa_Indra dan
Nengah Nawa didampingi peng-
acara Ketut Ngastawa, sementa-
ra tersangka Sri Putu Sugirinata
didampingi pengacara Made

]

BSudana. Kemudian para ter-
angka masuk ke mobil menuju
utan Singaraja. {

' “Kami menahan Dewa
Komang Indra sebagai make-
lar. Menahan Nengah Nawa

ebagai Kades Jineng Dalem,”

ata Aspidsus Kejati Bali Erna

Norma. “Dan, kami juga men-
han Kabag Perencanaan Un-
liksha, yaitu Sri Putu Sugirina-
a,” sambungnya.

Dia mengatakan, sebelum-
hya sudah menahan Mustiara
selaku makelar dan Suarsa
sebagai PPK. “Jadi, lima ter-
sangka yang kami tetapkan
(sebagai tersangka, Red) sudah

ami tahan semua,” tegasnya.

Tidak menutup kemungkinan

da tersangka lain lagi. Karena

asus ini kami kembangkan,”

anjut Erna Norma. Namun,

etika didesak calon tersangka
lain yang akan muncul, dia
mengelak menjelaskan.
Dia menyebutkan yang ber-
peluang sementara, masih di
uar Undiksha. “Yang berpe-
luang masih dari luar Undik-
sha,” jawabnya.

| Yangmenariklagi, ternyata Keja-

ti Balimengisolasi kasus ini untuk
pengadaan lahan 3,7 hektare saja.
Padahal ada pengadaan jauh leb-
ih besar, yaitu 14 hektare.

Soal itu, Erna Norma menga-
takan masih fokus dulu untuk
pengadaan 3,7 hektare. Dia
berjanji nanti akan diusut juga
dugaan - dugaan korupsi di
pengadaan 14 hektare. “Yang
14 hektare belakangan kami

* akan usut juga kalau memang

ada penyimpanganatau dugaan-
korupsinya,” urainya.

Soal peran kepala Desa Jineng-
dalem, terkait surat yang dikel-
uarnya. Menurut jaksa dengan
suara serak - serak basah, ini
kepala desamengeluarkan surat
yang menyatakan bahwa harga
tanah yang akan dibebaskan
itu adalah Rp 18 juta. Padahal

‘secara NJOP (nilai jual objek

pajak), nilai tanah di Jinengda-
lem yang dibeli oleh Undiksha -
adalah Rp 8 juta. “Atas kondisi
ini kerugian negara Rp 3 miliar
lebih, dari anggaran total Rp %
miliar lebih urainya. | T 7
" Namun, ini baru untuk proyek
dengan luasan lahan 3,7 hek-
tare. Sedangkan untuk proyek

disidan
-agar lebih cepat, sehingga lebih

- diduga

-
Kejati Janji Usut
Lahan 14 Hektare

dengan luas lahan 14 hektare,

sementara belum diusut. “Be-
lakangan lah, berikan kami

fokus dulu,” tandasnya.

Dia juga mengatakan, sebel-
umnya dua tersangka Suarsa
dan Mustiara ditahan di Lapas
Kerobokan. Namun, lantaran
permohonan dari tersangka,
memohon agar ditahan di
Singaraja dua orang tersangka
ini akhirnya dipindah ke Sing-
araja. Sedangkan tiga orang
tersangka yang ditahan ke-
marin (3/9) memang ditahan
di Rutan Singaraja.

Sedangkin pengacara tersang-
kaKetut Ngastawa mengatakan,
tidak akan mengajukan penang-

.guhan penahanan. Malahan

berharap agar kasus ini segera
n. “Kami berharap

cepat selesai,” kata Ngastawa.
Seperti berita sebelumnya,
pengadaan lahan 3,7 hektare
rugikan negara Rp 3
miliar lebih. Indikasi permain-
annya, tanah dibeli Rp 6,5 juta
per are, namun oleh panitia har-
ga tersebut di-mark up mesjadi
Rp 18 juta per are. (art/yes).
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